SALINAN

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat pada Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju,
perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Operasional Prosedur Pengawasan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422 );
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 6618);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);



Menetapkan

14.

Peraturan Bupati Mamuju Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan di
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021
Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PENGAWASAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Mamuju.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat.

Bupati adalah Bupati Mamuju.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP
Kabupaten Mamuju.

Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Mamuju.
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat
SOP adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan penerbitan perizinan yang
memuat tentang prosedur tetap penerbitan perizinan,
persyaratan standar biaya dan standar waktu penyelesaian
izin.

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan
kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan
usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko
dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada
Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha
dan/atau kegiatannya.

Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari
suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat
bahaya.



13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan
Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya SOP Pengawasan adalah:

a. sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan kepatuhan
Pelaku Usaha terhadap pemenuhan persyaratan dan
kewajiban Pelaku Usaha;

b. sebagai tolak ukur yang  dipergunakan  dalam
mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya
bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan
hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan
dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan

c. sebagai rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi
administratif terhadap pelanggaran perizinan berusaha.

BAB III
SOP PENGAWASAN

Pasal 3
(1) SOP Pengawasan terdiri dari:
a. rutin; dan
b. insidental.

(2) rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha
dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

(3) insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP dan
Perangkat Daerah teknis terkait pada waktu tertentu.

BAB IV
MEKANISME PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengawasan Rutin

Pasal 4
(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf a dilakukan melalui :



(2)

(1)

(2)

a.laporan Pelaku Usaha, dilakukan atas laporan yang
disampaiknan oleh Pelaku Usaha kepada DPMPTSP yang
memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
1. standar pelaksanaan usaha; dan
2. perkembangan kegiatan usaha;

b.inspeksi lapangan, dilakukan oleh DPMPTSP dan
Perangkat Daerah teknis terkait dalam bentuk kunjungan
fisik atau melalui virtual.

Laporan perkembangan kegiatan wusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, memuat:

a. realisasi penanaman modal dan tenaga kerja pada tahapan
pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga bulan); dan

b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan
(corporate social responsibility), pelaksanaan kemitraan
usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan
pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga
kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan
komersial 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) huruf b dilakukan paling banyak:

a. untuk Risiko rendah dan menangah rendah, dilaksanakan
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha;
dan

b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) huruf b meliputi:

a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan
standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;

b. pengujian; dan/atau

c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

Pasal 6

Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani
oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.

Pasal 7

SOP Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
tercantum dalam lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)
9

Bagian Kedua
Pengawasan Insidental
Pasal 8

Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh
DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis terkait pada waktu
tertentu.
Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi
lapangan atau secara virtual.
Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat
dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan
identitasnya oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) wajib disampaikan secara benar dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilakukan secara:
a. langsung kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daearah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan/atau
b. tidak langsung yang disampaikan secara:

1. tertulis kepada DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis

terkait; atau
2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan
yang disediakan.

Pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui
Sistem OSS sebagaiamana dimaksud pada ayat (5) huruf b
angka 2.
DPMPTSP dan  Perangkat Daerah  teknis  terkait
menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Pelaksana inspeksi lapangan dilengkapi dengan surat tugas.
Hasil Pengawasan insidental diunggah ke Sistem OSS oleh
DPMPTSP.

Pasal 9

SOP Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pelaksanaan Pengawasan terdiri dari:

a.
b.
C.

data profil awal informasi pelaku yang terdapat di OSS;

surat tugas pelaksanaan inspeksi lapangan;

daftar pertanyan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan
standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;

berita acara pemeriksaan (BAP); dan



e. perangkat kerja lain yang diperlukan dalam pelaksanaan
Pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI MAMUJU,
cap/ttd
SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,
cap/ttd
SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 39

Disalin sesuai aslinya

“\ Pembina Tk. I
:196912111998032004



